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ABSTRAK

Penelitian ini adalah suatu studi analisis Tentang Undang-Undang
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Perspektif Politik Hukum Dan
Siyasah dusturiyah. Tujuannya adalah untuk mengetahui, pertama, bagaimana
pembentukan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua perspektif undang-
undang otonomi; dan kedua, analisis siyasah dusturiyah terhadap pembentukan
undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Dalam pengumpulan data digunakan teknik penelitian pustaka sistematis.
Selanjutnya, analisis data menggunakan deskriptif-analisis. Artinya, mendeskripsikan
terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Disamping itu
logika yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif.
Singkatnya, Deduktif disebut juga dengan cara berfikir analitik dengan pengertian
mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Induktif disebut
juga dengan cara berfikir sintetik dengan arti mengumpulkan data khusus untuk
memperoleh kesimpulan umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa
pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua masih belum sesuai harapan, karena
mengabaikan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah pasal 33 Ayat (2) tentang masa persiapan selama 3 tahun. Selain
itu berdasarkan analisis siyasah dusturiyah bahwa pembentukan UU DOB Papua bisa
dilihat menggunakan kaidah yang berlaku dalam ketatanegaraan Islam yaitu aspek
musyawarah dan aspek kemaslahatan. Dalam aspek musyawarah, pembentukan UU
DOB Papua sudah sesuai karena dibuat oleh lembaga legislatif (DPR) sebagai
representasi masyarakat. Sedangkan, aspek kemaslahatan, pembuatan UU DOB Papua
tidak sesuai karena mengabaikan kondisi masyarakat asli Papua yang tergolong dalam
MRP dan DPRP.

Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru, Politik Hukum, Siyasah dusturiyah



ABSTRACT

This research is an analytical study regarding the Law on the Establishment
of the New Autonomous Region (DOB) of Papua from a Political, Legal and Siyasah
dusturiyah Perspective. The aim is to find out, first, how the formation of the New
Autonomous Region (DOB) law for Papua is based on the perspective of the autonomy
law; and second, siyasah dusturiyah analysis of the formation of the Papua New
Autonomous Region (DOB) law.

In collecting data, systematic library research techniques were used. Next,
data analysis uses descriptive analysis. This means first describing the data related to
the research problem. Besides that, the logic used in this research is deductive and
inductive logic. In short, deductive thinking is also called analytical thinking, meaning
collecting general data to obtain specific conclusions. Inductive is also called synthetic
thinking, which means collecting specific data to obtain general conclusions.

Based on the results of the research conducted, the author concludes that the
expansion of the New Autonomous Region (DOB) for Papua still does not meet
expectations, because it ignores the mandate contained in Law 23 of 2014 concerning
Regional Government, Article 33 Paragraph (2) concerning a 3 year preparation period.
Apart from that, based on the siyasah dusturiyah analysis, the formation of the Papua
Special Region Law can be seen using the rules that apply in Islamic state
administration, namely the deliberation aspect and the benefit aspect. In the aspect of
deliberation, the formation of the Papua Special Region Law is appropriate because it
was made by the legislative body (DPR) as a representation of the community.
Meanwhile, for the benefit aspect, the drafting of the Papua Special Region Law is not
appropriate because it ignores the conditions of the indigenous Papuan people who are
included’in the MRP.and DPRP.

Keywaords: New Autonomous Region,-Legal Politics,-Sityasah dusturiyah
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MOTTO

If you think you’re smart, teach. But if you feel stupid, then learn.

Jika kamu merasa pintar, mengajarlah. Tapi jika kamu merasa bodoh, maka
belajarlah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi

ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Huruf
Nama : Nama
Arab Latin
) tidak tidak
| Alif ) _
dilambangkan dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ T Te
. es (dengan
& sa’ S e
titik di atas)
d Jim J Je
ha (dengan
C ha’ h L. . (eeng
titik di bawah)
d kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
ze (dengan
; Zal 7  ze(deng
titik di atas)
J ra’ Er
J Zai Zet
o Sin Es




o Syin Sy es dan ye
. sad . es (dengan
titik di bawah)
L Dad " de (dengan
titik di bawah)
. = t te (dengan
titik di bawah)
zet
b za’ z (dengan titik
dibawah)
_ koma
¢ & ‘ terbalik di atas
£ Gain G Ge
o Fa F Ef
d Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L ‘el
a Mim M ‘em
& Nun N ‘en
9 Waw W W
® ha’ H Ha
& Hamzah ’ Apostrof
s Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

-

3adadia

Ditulis

muta addidah




S Ditulis “iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h

»
-

Al Ditulis Hikmah

dic Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

N r karamah
sl Y 44 S Ditulis
al-Auliya’

3. Bila ta marbutah;hidup,atau.dengan harkat,fathah, kasrah, dan damah ditulis t
atau h:

- - zakatul
Jhdll 5185 Ditulis .
fitri

D. Vokal Pendek

- Fathah Ditulis
(ad fa’ala

Xi



- . Kasrah Ditulis )
Jas Zukira
' - U
. Dammah Ditulis
2 Yazhabu
Vokal Panjang
fathah + Alif
ditulis A
fathah + ya’ N o
. ditulis jahiliyyah
mati - 4
. ditulis a
T A _
ditulis yas'a
kasrah +ya’ o
) ditulis 1
mati =
- ditulis kartm
RS -
ditulis a
dammah + P
) ditulis furad
wawu mati
OR9 R
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Vokal Rangkap

fathah + ya'
mati ditulis Ai
ALy ditulis bainakum
fathah + ditulis au
wawu mati ditulis gaul
Bk

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
- a'antum
asil) ditulis :
R A la'in
a8 ol ditulis
syakartum

G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J), namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh
huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.
1. Bila diikuti-huruf,Qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya

R Ditulis al-Qur'an
bl Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah
yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

sl Ditulis as-sama
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Al Ditulis asy-

syams
H. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penyusunannya.
zawi al-
il 93 Ditulis Furtid
42 a Ditulis ahl as-
Sunnah

J.

Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku
dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf

awal kata sandangnya.
Contoh:

S 4 Gl il Gliaa) He Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-

Qur’an
Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
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2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU)
terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua pada tanggal
30 Juni 2023. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dukungan
legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat
Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut. Undang-
undang yang disahkan adalah Undang-Undang provinsi Papua Selatan, Undang-
Undang provinsi Papua Tengah, dan Undang-undang provinsi Papua pegunungan.
Undang-Undang ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait
pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan

di Indonesia.t

Pemekaran daerah dimungkinkan karena didalam Undang-undang Dasar
(UUD) negara republik indonesia tahun-1945 dan amandemennya telah disebutkan
dalam bab VI pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 tentang pemerintah daerah.?
Selanjutnya diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah

daerah yang menyebutkan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk

! Puan Maharani, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Jaminan Hak Rakyat
Papua Dalam Pemerataan Pembangunan,” (DPR, 2022).akses 5 November 2023
2 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



dan disusun daerah provinsi. Daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam konteks desentralisasi tersebut,
pemerintah memberikan otonmi daerah yang seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.®

Jumlah daerah di Indonesia kini bertambah menjadi 38 provinsi. Daerah-
daerah yang baru diresmikan tersebut diantaranya Provinsi Papua Selatan, provinsi
Papua Tengah, provinsi papua pegunungan, dan provinsi Papua Barat daya.
Pemekaran Papua menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) menurut Ahmad Doli
Kurnia tanjung merupakan inisiatif pemekaran yang sebenarnya sejak lama telah
direncanakan yaitu bertepatan dengan dilakukannya revisi terhadap undang-undang

nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua.*

Ditinjau dari asas kejelasan tujuan, Undang-Undang Daerah Otonomi Baru
(DOB) Papua tersebut terdapat kecacatan dari segi formil dan materil. Hal itu
dibuktikan dengan-dilakukannya pengujian formil ketiga undang-undang tersebut
yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Papua Selatan,

undang-undang nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan undang-undang Papua

3 ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah’, 1999.

4 Rini Maisari, “Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan Dari Pembentukan Undang-
Undang Daerah Otonomi Baru Di Papua,” Jurnal Lex Renaissance, vol 7, no 4.



Tengah, undang-undang nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan undang-
undang papua pegunungan dimana pada petitumnya mengharapkan hakim
mahkamah konstitusi untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.°

Permasalahan lainnya adalah disahkannya 3 undang-undang daerah
otonomi baru (DOB) papua ini ditengah tidak pernah mendapatkan persetujuan dari
Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal ini bertentangan dengan pasal 76 UU otonomi
khusus yang memandatkan bahwa pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota
menjadi provinsi-provinsi kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan Majelis
Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setelah
memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan
sumber daya manusia, kesiapan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan
datang.® Dari segi kecacatan materil adalah tidak terakomodasinya hak-hak daerah

khususnya daerah otonomi baru yang dimekarkan.

Dalam membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah dan legislatif
harus mengacu pada UU-No,13 Tahun, 2022 tentang perubahan kedua atas UU No
12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU tersebut, pembentukan peraturan

5Rini Maisari, “Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Daerah Otonomi
Baru Di Papua,” At-Tanwir Law Review (2022), vol 2 No 1.

® Indonesia CNN, “Kenapa Orang Papua Menolak Otsus Dan Pemekaran Wilayah
DOB?,”htm,akses 6 November 2023.



perundang-undangan harus sesuai dengan norma dasar, asas formil dan materil,
serta tidak boleh bertentangan dengan hierarki hukum tertinggi yaitu UUD 1945.
Maka dari itu, pembuatannya harus meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antar

jenis, hierarki dan materi muatan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.’

Konsepsi ketatanegaraan Islam, disiplin ilmu yang membahas tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu siyasah dusturiyah. Secara
fokus keilmuan masuk dalam kajian figh siyasah dengan ruang lingkup meliputi
konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar

penting dalam perundang-undangan.®

Siyasah Dusturiyah menurut pandangan Djazuli, adalah hubungan antara
pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat.
Objeknya meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alqur’an,
hadist, kebijakan-kebijakan, ijtihad ulama dan adat kebiasaan suatu Negara, baik
tertulis maupun tidak tertulis dengan prinsip, agama yang mewujudkan realisasi

kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.®

Maka ' dari itu _siyasah/ dusturiyah yang ' memiliki arti mengatur,

mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan adalah upaya dalam mengatur

7 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan,” 2011.

8 Muhammad Igbal, Figih Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenada Group, 2014), him. 177.

® A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syari’ah (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). him, 73.



kemaslahatan bagi umat manusia dengan syura dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sehingga mampu memberikan kemaslahatan bagi umat dengan

menunjukkan jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat.°

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik
melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi
baru (DOB) Papua menggunakan perspektif politik hukum dan siyasah dusturiyah,
dengan judul skripsi “pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua perspetif

politik hukum dan siyasah dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis

membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua
sesuai dengan politik hukum?
2. Bagaimana pandangan Siyasah dusturiyah tentang pembentukan Undang-

Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua?

10 Ibid, hlm. 257,



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji bagaimana pembentukan Undang-Undang Daerah
Otonomi Baru (DOB) Papua perspektif politik hukum?

b. Untuk menganalisis siyasah dusturiyah terhadap pembentukan Undang-
Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

2. Kegunaan Penelitian
Setiap penelitian haruslah dikaji secara jelas dan tuntas supaya dapat
memperoleh kegunaan dari masalah penelitian tersebut. Berdasarkan hal
tersebut beberapa kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Memberikan kontribusi akademik dalam perkembangan penelitian-
penelitian dalam bidang hukum tata negara dan khususnya ilmu siyasah
dusturiyah.

b. Diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

terkait. dengan'tema penelitian.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka adalah bagian dari penelitian ilmiah yang telah dilakukan
terdahulu. Telaah pustaka merupakan beberapa literasi seperti buku, jurnal, skripsi,
tesis, disertasi dan lain sebagainya yang bertopik sama atau mirip dengan penelitian
yang akan diteliti. Fungsinya supaya mengetahui letak persamaan dan perbedaan

dengan penelitian sebelumnya. Setiap penelitian memang harus berbeda dan



memiliki corak tersendiri supaya dapat menambah khazanah keilmuan meskipun
dalam topik yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Rini Maisari'! yang dimuat dalam jurnal Lex
Renaissanc dengan judul: “Problematika pemekaran daerah: Tinjauan dari
pembentukan undang-undang daerah otonomi baru di Papua. Penelitian ini
membahas tentang problematika pembentukan daerah otonomi baru di papua,
terutama dalam hal pemekaran provinsi. Penelitian ini juga membahas tentang latar
belakang masalah penolakan dari masyarakat dan Dewan adat papua, serta revisi
undang-undang otonomi Khusus papua. Penelitian ini juga membahas dampak dari
pemekaran terhadap pembangunan di Papua dan keterlibatan Majlis Rakyat Papua
dalam proses pemekaran. Perbedaan dengan penelitian yang penuli lakukan adalah,
pada penelitian ini penulis ingin menganalisa undang-undang Pembentukan Daerah
Otonomi Baru (DOB) Papua melalui perspektif Politik Hukum dan Siyasah

Dusturiyah.

Penelitian-selanjutnya yang dilakukan oleh Arbi Nurcahyanto dan Moh.
Saleh'? yang dimuat dalam jurnal agro-sosioekonomi yang berjudul: “Tinjauan

yuridis terhadap penambahan provinsi baru di Papua berdasarkan hukum otonomi

11 Maisari, “Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan Dari Pembentukan Undang-
Undang Daerah Otonomi Baru Di Papua.” Oktober 2022, vol. 7. no 4.

12 Arbi Nurcahyanto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penambahan Provinsi Baru Di Papua
Berdasarkan Hukum Otonomi Daerah” 2023. vol 20. no 2.



daerah”. Penelitian ini berfokus terhadap politik hukum dalam pembentukan
provinsi baru di papua dan kedudukan pembentukan provinsi baru di Papua tanpa
Melibatkan Majelis Rakyat Papua dalam perspektif otonomi khusus.adapun
perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, pada penelitian ini
penulis ingin menganalisa Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru

(DOB) Papua perspektif Politik Hukum dan Siyasah Dusturiyah

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nestabuni, Welly Waworundeng
dan Stefanus sampe?® yang berjudul : “Perspektif provinsi Papua pada penerimaan
pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua”. Temuan dari penelitian ini
menganalisis tentang perspektif pemerintah Provinsi Papua tentang penerimaan
daerah otonomi baru di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Daerah Papua dan
pemerintah daerah lain juga menganggap perluasan PDOB sebagai akibat dari
salah urus Papua. Kebijakan pemerintah pusat dipandang tidak demokratis dan
kurang memahami sejarah dan karakter penduduk asli orang Papua. Perbedaan
dengan.penelitian yang penulis lakukan adalah penulis ingin-menganalisa Undang-
undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua” perspektif Politik

Hukum Dan Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan karya ilmiah di atas yang menjadi tinjauan pustaka dalam

penyusunan penelitian ini, penulis belum menemukan yang mengkaji secara

13 Nes Tabuni, Welly Waworundeng, and Stefanus Sampe, “Perspektif Pemerintah

Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua,” Agri-
Sosioekonomi vol 19, no 2. Mei 2023.



sepesifik Pembentukan Undang-Undang Daerah otonomi Baru (DOB) Papua
perspektif politik hukum dan Siyasah dusturiyah. Perbedaan penelitian ini dengan
kajian-kajian di atas terdapat pada perspektif penelitian. Tema yang hendak penulis
teliti adalah pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua
perspektif Politik hukum dan Siyasah dusturiyah. Maka dari itu perlu dilakukan
penelitian yang akan menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana Pembentukan
Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Perspektif Politik Hukum?
kedua, bagaimana pandangan siyasah dusturiyah tentang pembentukan undang-

undang daerah otonomi baru(DOB) Papua?

. Kerangka Teori

Penelitian yang bersifat yuridis dalam penelitian ini mengikuti bebrapa
perkembangan teori dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Islam. setidaknya
ada tiga teori yang dipakai sebagai kerangka teori yang akan dipaparkan sebagai

berikut:
1. Teori Politik Hukum

Teori ‘politik hukum®adalah hukum'dipandang sebagai kategori politik,
sebagai suatu sarana untuk mewujudkan suatu pergaulan hidup yang lebih baik,
hukum itu bukan gejala bebas nilai yang netral, tetapi bahwa ia dinyatakan

berkaitan immanen dengan politik.}* Bahkan ada yang menyebutkan law as a

14 Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, limu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat
Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2007). him. 34.



political instrumen yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan

suatu kajian sendiri yang disebut politik hukum.®

Mahfud MD mengatakan politik Hukum adalah legal policy atau arahan
Hukum yang akan diberlakukan oleh Negara untuk mencapai tujuan Negara yang
bentuknya dapat berupa pembuatan hukum atau penggantian hukum lama.®
Dengan demikian politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah

dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan
terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan,
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan

fungsi lembaga dan pembinaan para penegak Hukum.’

Legislasi merupakan aktivitas dari lembaga politik, dapat diartikan studi
politik dalam proses legislasi akan membantu memahami sejauh mana rasionalitas
yang dijadikan pijakan’ dalam membuat Keputusan. Kekuasaan dan kewenangan
legislasi Indonesia berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur
dalam Pasal 5ayat (1) UUD 1945, Pengaturan kekuasaan dan kewenangan legislasi
oleh DPR merupakan konsekuensi dari amandemen (perubahan) UUD 1945.

Menurut Saldi Isra, pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan

15 Abdul Latif, Politik Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).hIm. 34.

16 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Jakarta: pustaka
LP3S Indonesia, 2006).him. 7.

17 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012).him. 17.
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Presiden ke DPR tidak berdampak pada menguatnya peran legislasi yang
dihasilkan oleh DPR karena Presiden masih mendominan dalam membuat undang-

undang.'®
2. Teori Siyasah dusturiyah

Secara keilmuan, Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari figh siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan negara. Lingkup pembahasannya
meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (cara perumusan
undang-undang), lembaga demokrasi dan syura merupaka pilar penting dalam
perundang-undangan tersebut. Selain itu juga, Siyasah dusturiyah ini juga
membahas dan mengkaji antara pemerintah dan warga negara secara timbal balik

serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.*®

Konsep pembagian kekuasaan dalam Islam sebenarnya sudah ada sebelum
pemikiran barat merumuskan tentang Trias Political Al-sulthah at-tasyri iah secara
defenitif adalah suatu lembaga yang mewakili wewenang untuk membuat dan
menetapkan -hukum berdasarkan' syari’at/lislam.? Selain itu juga memiliki

wewenang untuk mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul halli

18 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer
Dalam Sistem Presidensial Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).him. 402.

1 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Kharisma P
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).him 73.

20 1bid, him, 187.
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wal aqdi, dijadikan landasan dalam mengkaji pembentukan peraturan perundang-

undangan di indonesia.

. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode berarti cara
melakukan sesuatu dengan teratur dan sistematis sedangkan logi artinya ilmu yang
berdasarkan logika berfikir. Dapat diartikan metodologi adalah ilmu tentang cara
melakukan sesuatu dengan teratur atau sistematis. Metodologi penelitian berati
ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Sedangkan
metodologi penelitian hukum berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian

hukum dengan teratur dan sisitematis.?!

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dimana
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

maupun lisan dari masing-masing orang dan perilaku yang diamati.
1. Jenis.Penelitian

Jenis‘penelitian ‘hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian hukum-normatif (normatif-law research),”dimana menurut Soerjono
Soekanto penelitian jenis ini adalah penelitian yang fokus terhadap asas-asas
hukum, terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan

perbandingan hukum. atau lebih jelasnya, penelitian hukum normatif merupakan

2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press,
2020).hIm 53.
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penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.?2

Fokus pembahasan dari jenis penelitian normatif dalam penelitian ini adalah
suatu kaidah atau norma yang telah diundangkan berupa Undang-Undang Daerah
Otonomi Baru (DOB) Papua yang akan ditinjau dari segi pembentukannya menurut
UU No 23 tahun 2014 tentang pembentukan Otonomi Daerah. Selain ditinjau dari
segi hukum positif juga akan dibahas secara spesifik dengan tinjauan ilmu ketata

negaraan islam yaitu Siysah Dusturiyah.
2. Sifat Penelitian

Penelitian —ini  bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang
menggambarkan, memaparkan, dan mengklasifikasikan secara objektif dari data-data
yang akan dibahas dan dikaji kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat
antara hukum positif dan hukum ketatanegaraan islam (siyasah dusturiyah).
Selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan

keduanya terhadap objek penelitian dalam/skripsi ini.

22 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).him 153.
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3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
studi kepustakaan sistematis. Metode pengumpulan data ini adalah dengan

menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari.?®
a. Bahan Hukum Primer

Bahan utama yang bersifat autoritatif yang terdiri atas perundang-undangan

atau keputusan pengandilan. Adapun bahan utama penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b) Undang-Undang No 14 tahun 2022 tentang pembentukan papua
selatan (UU Papua Selatan), Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022
tentang pembentukan Papua tengah (UU Papua Tengah), dan
Undang-Undang nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan Papua
Pegunungan

c) 'Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

b, Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung sehingga
dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa rancangan

perundang-undangan, naskah akademik, hasil penelitian (skripsi, tesis dan

2 1pid, him. 156 dan 158.
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disertasi), jurnal ilmiah, buku-buku dan berita internet yang berkaitan dengan

isu-isu UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan untuk memberikan
petunjuk dan penjelas terhadap bahan primer maupun sekunder yang berasal
dari kamus, ensiklopedi, indeks hukum, leksikon dan semacamnya yang

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif-
analisis. Artinya, mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah
ditentukan. Disamping itu logika yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika

deduktif dan induktif.

Deduktif disebuty. juga » caras berfikir » analitik;~dengan pengertian
mengupulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Logika ini
memerlukan alat bantu yang disebut silogisme. Silogisme adalah sebuah
argumentasi yang terdiri dari tiga buah proposisi berupa pernyataan yang
membenarkan atau menolak suatu gejala. Diantara ketiga proposisi tersebut adalah
premis mayor atau ketentuan umum. Premis minor atau fakta-fakta yang bersifat

khusus dan konklusi merupakan kesimpulan hubungan keduanya. Sedangkan
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induktif disebut dengan cara berfikir sintetik. Sintetik adalah mengumpulkan data
khusus untuk memperoleh data umum. Logika ini menuntut untuk menemukan
hubungan khusus diantara data-data yang ada sehingga menemukan kesamaan yang

dapat dijadikan benang merah.?*

Secara sistematis, penelitian ini menggunakan langkah-langkah berikut

untuk menganalisis data yaitu:

a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum dan
politik.

b. Menyususn seluruh data dari penelusuran dan bahan-bahan hukum yang
berhubungan dengan judul penelitian ini.

c. Melakukan interpretasi terhadap data-data yang telah disusun.

. Sistematika Pembahasan
Sesuai pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum, bahwa
penelitian skripsi. terdiridariilimal bab. Penulis /dalam lhal.ini akan menguraikan

kelimabab tersebut dalam sistematika penulisan secara rinci.

Bab 1, merupakan pendahuluan yang ‘berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan

sistematika penulisan.

24 1bid, hlm. 109-113.
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Bab 11, berisikan tentang teori yang penulis pakai yaitu teori politik hukum

dan siyasah dusturiyah.

Bab I11, membahas tentang pembentukan UU daerah otonomi baru (DOB)

Papua dalam pembahasannya meliputi dasar hukum dan eksistensinya.

Bab IV, pemaparan analisis dari perspektif hukum dan siyasah dusturiyah
tentang pembentukan uu no 14 tahun 2022 tentang pembentukan papua tengah, UU
no 15 tahun 2022 tentang pembentukan papua selatan dan UU no 16 tahun 2022

tentang pembentukan papua pegunungan.

Bab V, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan pembahasan dari
penelitian skripsi ini yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok
yang dipersoalkan. Bab ini juga berisi Kkritik dan saran demi akurasi dari hasil

penelitian.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis memperoleh
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pembentukan daerah

otonomi baru (dob) papua sebagai berikut:

1. Dipandang dari sisi politik hukum menunjukkan bahwa pembentukan
undang-undang daerah otonomi baru (DOB) Papua masih belum sesuai
harapan, karena mengesampingkan aspirasi masarakat Papua Yyang
tergolong dalam MRP dan DPRP. Dan pembentukan tiga undang-undang
Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut adalah upaya untuk
memudahkan kontrol pusat. Karena pemekaran daerah ini harus dipahami
juga terkait dengan penolakan yang dilakukan masyarakat Papua yang tidak
ingin adanya pemekaran wilayah.

2. Ditinjau. dari_figh_ siyasah, pemekaran .dan_kependudukan pelayanan
termasuk kedalam ruang lingkup figh siyasah dusturiyah yaitu mengenai
pemimpin disatu pithak «dan, rakyat dipihak lain dan jugakemaslahatan,
karena tujuan dari pemekaran dan dilakukan pelayanan kependudukan
adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi
rakyat. Dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua
juga harus dilihat manfaat dan kemaslahatan bagi rakyat yang terdampak

secara langsung pemekaran tersebut.
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B. Saran
Berdasarkan data penelitian dan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat
dipertimbangkan menyangkut dengan pembentukan daerah otonomi baru (dob)

papua, antara lain:

1. Mengingat saat ini Papua sudah dimekarkan menjadi tiga Provinsi baru,
maka satu-satunya upaya adalah menjamin bahwa pemekaran tersebut dapat
berjalan sebagaimana kehendak awal pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Papua dan mewujudkan pembangunan yang adil.

2. Dalam Islam mengambil suatu kebijakan, pemimpin haruslah
mengedepankan kemaslahatan. Dalam hal pembentukan Undang-Undang
Daerah  Otonomi  Baru (DOB) Papua Pemerintah  kurang
mempertimbangkan aspek kemaslahatan, penulis menyarankan untuk
kedepan terkhusus dalam pemekaran Daerah pemerintah bisa lebih mampu
melihat dari aspek kemaslahatan untuk Daerah yang dimekarkan dan dari
kondisi masyarakat setempat yang terdampak langsung terhadap perilaku

pemekaran tersebut.
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